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V.CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGA

A. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Talmun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009
tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara
Akrual pada Laporan Keuangan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 53 Tahun 2010 tentang
Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan
Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011
tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan
Transfer pada Bagan Akun Standar;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012
tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada
Bagan Akun Standar;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai
Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan
Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan
Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2017 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/l.embaga;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2017 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
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A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe

Lhokseumawe

Sebagai sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Syar’iyah
mempunyai tugas pokok untuk menerima, memutuskan dan menyelesaikan
setiap perkara yang diajukan kepadanya, dengan mempergunakan asas
sederhana, cepat dan biaya ringan.

Untuk terlaksananya tugas-tugas tersebut dengan baik, dan
memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan, pelaksanaannya
harus tetap merujuk kepada ketentuan yang telah ada, meskipun demikian
kebijakan umum peradilan menjadi pendukung utama untuk kesuksesan
jalannya tugas-tugas peradilan.

Pelaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan
pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, meliputi bidang perkawinan, waris,
hibah, wasiat, waqaf, shadaqgah dan ekonomi syariah, sedangkan tugas dan
kewenangan dalam pasal 128 Udang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang
pemerintahan Aceh meliputi bidang Al-ahwal al syahsyiyah, muamalah dan
Yinayah.

Untuk terlaksananya prinsip peradilan dan tugas-tugas tersebut,
dirumuskan kehijakan umum peradilan selama masa kegiatan 2013 adalah
sebagai berikut :

1. Mengupayakan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat pencari
keadilan dengan mengoptimalkan kemampuan, daya dan fasilitas yang
ada untuk tercapainya kepuasan pelayanan masyarakat.

2. Menciptakan suasana kerja yang harmonis, berdisiplin, berdedikasi dan
bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing pada
semua jenjang agar dapat menumbuhkan kinerja yang efektif dan efisien.

3. Mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia peradilan, baik
di bidang teknis yudisial maupun non yudisial melaui berbagai kegiatan
dan kesempatan yang ada melalul pelatihan, seminar, peningkatan
jenjang pendidikan ke strata yang lebih tinggi, serta melalui bimbingan
secara rutin dan berjenjang.

4. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana perkantoran untuk

mendukung pelayanan masyarakat.
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5. Mengupayakan pengawasan sesuai pedoman pelaksanaan pengawasan

untuk terlaksananya tugas-tugas sebagaimana mestinya dan sesuai

aturan yang berlaku.
A. Visi dan Misi
a. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan
cita-cita dari cita yang ingin diwujudkan. Beranjak dari hal tersebut, visi
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe adalah :

“Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah yang bebas, mandiri, bermartabat

dan berwibawa sebagai Peradilan Syari'at Islam dalam menegakkan

hukum dan keadilan”.
b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah

Lhokseumawe telah menetapkan misi yang harus dilaksanakan adalah :

1. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan menerima,
memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara Al akhwal
Al Syakhshiyyah, Mu’amalah dan Jinayat pada tingkat pertama.

2. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam rangka
mewujudkan masyarakat Islami yang sadar hukum.

3. Melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman dengan bermartabat,
integritas bisa dipercaya dan transparan.

4. Melaksanakan tugas Peradilan yang efisien, efektif dan berkualitas.

5. Memberikan nasehat dan pertimbangan hukum kepada Instansi
Pemerintah yang memerfukan.

6. Meningkatkan sumber daya Manusia Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe, melalui pembinaan secara rutinitas yang
berkesinambungan dan pelatihan-pelatinan secara khusus serta
program pascasarjana.

B. Rencana Strategis.

Untuk mewujudkan visi dan misi, diperlukan perumusan yang
akan dicapai dalam jangka waktu tertentu yang dapat dirumuskan
sebagai berikut :

1. Terselesainya setiap perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari

keadilan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak
didaftarkan.
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2. Meningkatnya kemampuan dan kinerja Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe yang lebih efektif dan efisien.

3. Meningkatnya Kkualitas sumber daya manusia pada Mahkamah
Syar'iyah Lhokseumawe.

4. Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang mengetahui akan hak dan
kewajibannya sebagai warga Negara Republik Indonesia untuk
menuju masyarakat yang berkeadilan dan berperadaban.

5. Terwujudnya  pemeberian  pertimbangan  hukum kepada
lembaga/instansi yang meminta nasehat dan pertimbangan hukum,

Dari sasaran tersebut , akan dicapat sasaran dalam waktu lima
tahunan dari tujuan tersebut, karenanya ditetapkan rencana sratejik

(renstra) Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan pelayanan Mahkamah Syar'iyah
Lhokseumawe yang lebih baik kepada masyarakat.

2. Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe.

3. Meningkatnya kualitas pelayanan dan sumber daya manusia pada
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe.

Ketiga rencana tersebut akan didapat dari tahun 2010 s/d tahun 2019. Oleh
karenanya rencana tersebut dituangkan dalam rencana Kkerja setiap
tahunnya, dengan penajaman-penajaman pada sasaran tertentu untuk setiap

tahunnya.

- 10 -
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Keuangan

Dasar

Pengukuran

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester [I Tahun 2020 ini merupakan laporan yang
mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Mahkamah Syar'iyah
Lhokseumawe. Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi
Instansi  (SAI) vaitu serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran
sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada

Kementerian Negara/l.embaga.

SAI terdiri dari Sistemn Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem
Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN}. SAl
dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan
Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan
informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan

laporan barang milik negara sertalaporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menerapkan basis akrual dalam penyusunan
dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas
serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.
Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan
basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi atau
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan [SAP} yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang
diterapkan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam penyusunan dan
penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan

historis.

-11 -
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Pendapatan-LO

7 ~ Catatan atas
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Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau
sebesar nilat wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan
pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.
Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan
dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2020 telah
mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAFP). Kebijakan akuntansi
merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan
praktik-praktik spesifik yang dipilth oleh suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang
diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang
ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan
entitas pelaporan dari Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. Disamping itu, dalam
penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang
sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan
Laporan Keuangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Lhokseuamwe adalah
sebagai berikut:

{1} Pendapatan- LRA

* Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara
(KUN).

» Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

¢ Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

{2) Pendapatan- LO
» Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
tidak perlu dibayar kembali.
e Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan

-12 -
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/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya

ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai
dilaksanakan

o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan
periode waktu sewa.

o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan
denda atau dokumen lain yang dipersamakan

Aluntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeiuaran).

¢ Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja (3) BE;anja

¢ Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang

mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe.

Belanja disajikan menurut Kklasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya Kklasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban {4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau

konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

¢ Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; ferjadinya konsumsi aset;

terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

-13 -
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» Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjuinya
Klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.

{5} Aset
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang

dan Aset Lainnya.

it Lo a. Aset Lancar

¢ Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam
bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs
tengah El pada tanggal neraca.

e Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan
sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito
dicatat sebesar nilai nominal.

e Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan. Perbendaharaan/ Ganti Rugi
apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan
Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat
keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat
peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan
naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara

jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

e Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan
(net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk
penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas
kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya
penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya
adalah sebagai berikut:

Kualitas

Piutang Uraian Penyisihan

Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d, tanggal 0.5%
jatuh tempo
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Aset Tetap

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Pertama tidak dilakukan 10%
pelunasan

Satu bulan terhifung sejak tanggal Surat

Diragukan | Tagihan Kedua tidak dilakukan 50%

Kurang
Lancar

pelunasan

Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal 100%
Surat Tagihan Ketiga tidak
dilakukan pelimasan

2. Piutang telah diserahkan kepada

Panitia Urusan Piutang
Negara/DJKN _
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan
Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua

belas} bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar
TPA/TGR atau Bagian Lancar TPA.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada

tanggal neraca dikalikan dengan:

= harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
= harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
» harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh

dengan cara lainnya.

b. AseiTetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh

pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai

masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga

wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum

kapitalisasi sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan
olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000
(tiga ratus ribu rupiah);
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Penyusutan Asel
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b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama

dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah};

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali
pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap
lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak

kesenian.

» Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional
pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan
jaman, tidak sesuai dengan kebufuhan organisasi yang makin
berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata
ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi
ke Aset Lain- Lain pada pos Aset Lainnya.

¢ Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya,
dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan

BMN/BMD.

C. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP}

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber
sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah
diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan
setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis
lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset
Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan
Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa
Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset
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Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat

adalah sebagai berikut:
Penggofongan Masa Manfaat Aset Tetap
Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya {Alat Musik Modern) 4 tahun

Piutang fangka

Poniciy
ranjang

Aset Lainnya

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan
akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 {dua belas) bulan
setelah tanggal pelaporan.

Tagihan  Penjualan  Angsuran  (TPA), Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan

nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Asetlainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap,
dan piutang jangka panjang Termasuk dalam Aset Lainnya adalah
aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo
lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga
(kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu

sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan
metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan

masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai

buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

f\’L?W(}fifiiUi (6) Kewaiiban

o Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
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pemerintah.

¢ Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam Lkewajiban jangka

pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek
jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,
Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka,
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang ]Jangka Pendek
Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban dikiasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari

dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

+ Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuttas {7} Ekuitas
Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban
dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan
dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
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Implementasi

Pemerintah
Berbasis Akrual

Pertama kali

B.
Selama periode berjalan, Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe telah mengadakan
revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal . Hal ini
disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya
perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat

pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis

Mulai tahun 2016 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis
akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan. implementasi tersebut memberikan pengaruh
pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos
ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash
toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi
berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun
berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan
Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh

penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2017

{8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akruai Pertama Kali

adalah merupakan implementasi yang pertama.
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

belanja adalah sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan

Rp. 43.753.000,-

sebesar Rp. 43.753.000 atau mencapai 512.51 persen dari estimasi pendapatan
yang ditetapkan sebesar Rp. 8.537.000. Pendapatan Mahkamah Syar’iyah

Lhokseumawe terdiri dari Pendapatan dari jasa dan pendapatan lain-lain. Rincian

31-Dec-20
Uraian ANGGARAN

SNERARN AL SETELAH REVISI

Pendapatan
Pendapatan Jasa - -
Pendapatan Negara Bukan Pajak © B.750.000 8.750.000
Jumlah Pendapatan 8.750.000 8.750.000

Belanja

Belanja Pegawai - -
Belanja Barang 35.325.000 35.325.000
Belanja Bantuan Sosial - -
Belanja Modal - =
Jumlah Belanja 35.325.000 35.325.000

B.1 Pendapatan
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah

estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:
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Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
31-Dec-20

Uraian Anggaran Realisasi % Real
Angg.

Pendapatan Sewa Penerimaan Negara |
Bukan Pajak 8.537.000 43.753.000 512,51

Penerimaan Kembali Belanja TAYL ' - - -
Penerimaan Kembali Perskot/Uang e
Muka Gaiji = = E

Jumlah 8.537.000 43.753.000 512,61

Realisasi Pendapatan Lain-lain Per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar

28,97 persen dibandingkan Per 31 Desember 2019.

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2020 dan 2019

Kenaikan! (Penurunan]

REALISASI
T REALISAS
Ny Uiraiaum: 31 Desember s !
31 Desember 2019
2020 : F
(Rip) %
1 |Pendapatan Jasalembaga
Keuangan {Jasa Gira) ol
2 JPendapatan Legaliasasi Tanda
Tanga i _ i 0,00
3 | Pendapatan Pengesshan Surat
Oibawah tanga 10,000 - 10,000 100,00

4 | Pendapatan Uang Meja (Leges]

dan upah pada Panitera Badan
Feradifan 1.310.000) 430,000 S80.0010 204,65

5 |Pendapatan Ongkos Perkara

15.042.000 12.730.000 1313.900 873
& | Pendapatan Kejaksaan dan
Peradilan Lainnga 27.642.000 19.496.700 7.546.200 38,71
7 | Pendapatan dari Penerimasn
Kembali TAYL - - - 0,00
~ Jumlah 43406000 | 33656700 | 9.749.300 | ze-.s":{l
Realisasi Belanja B.Z2. Belania
Negara Rp. i X i e
B Realisasi Belanja Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe pada Per 31 Desember 2020

adalah sebesar Rp.33.7750.000 atau 4,67 % dari anggaran belanja sebesar Rp.
33.325.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 31 Desember 2020 adalah

sebagai berikut:
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Laporan Keuangan

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020

31-Dec-20

URAIAN = 2 % Real
Anggaran Realisasi Anga:

Belanja Pegawai - . - -
Belanja Barang 35.325.000 33.780.000 | 95,97
Belanja Modal - : - =
Total Belanja Kotor - _ - s
Pengembalian : : Sk - -
Jumlah 35.325.000 33.750.000 | 95,97

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Periode 30 Juni 2020

so0m0 e

30.000.000
20.000.000

10.000.000

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

‘Anggaran ~ Realisasi

Dibandingkan dengan Pericde 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
mengalami Kenaikan sebesar Rp. 35.000,- Dibandingkan realisasi belanja
pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena adanya
pencairan anggaran belanja barang di periode 31 Desember 2019 dapat dilihat
pada Tabel berikut ini:
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Belanja Pegawai Rp
0,00, -

Belanja Modal Tanah
Rp. 0,-

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp. 0,-

Belanja Modal Gedung
dan Bangunan Rp.0,-
Belanja Modal jalan,
Irigasi, dan Jaringan
Rp0,-

Belunja Modal Lainnya

Rp. 0,-

Catatan atas [FF%
Laporan Keuangan il

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2020 dan 2019

REALISASI 31 REALISASI 31
RAAY Desember 2020| Desember 2019 NAIR [(THREN) i
Belanja Pegawai _ - - - -
Belanja Barang 33.750:000 33.715.000 35.000 10%
Belanja Bantuan Sosial - - - -
Belanja Modai - - - -
Jumiah 33.750.000 33.715.000 35.000 -

B.3. Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing

sebesar Rp. 0 dan Rp. 0,-.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Per 31 Desember 2020 dan Per 31 Desember 2019
adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Hal ini disebabkan pada Mahkamah
Syar'iyah Lhokseumawe tidak adanya Anggaran untuk Belanja Modal Tanah.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020 dan Per 31
Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2020 dan Per 31 Desember 2019 adalah
masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Pada Tahun 2019 Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe tidak memiliki anggaran untuk belanja modal Gedung dan

Bangunan.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2020 adalah sebesar Rp 0,-
di karenakan pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe tidak adanya Anggaran
untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi dan }Jaringan.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 Dan 2019 adaiah masing-masing
sebesar Rp. 0 dan Rp. 0,- di karenakan pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
tidak adanya Anggaran untuk Belanja Modal Lainnya.
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li Bendahara

Kas di Bendahara
Penerimaan

Rp. 0,-

Kas Lainnya dan Setara

Kas Rp. 0;-

Piutang PNBP

Rp. 0,-

Bagian Lancar Tagihan
TP/TGR

Rp. 6,-

Bagian Lancar TPA

Rp. 0,-

 Laporan Keuangan SRECIEEITEeE TN PIE

C. PENJELASAN ATAS POS-POSNERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Salde Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember
2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0. dan Rp. 0 yang merupakan kas yang
dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang
berasal dari UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan
ke Kas Negara per tanggal neraca.

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 adalah sebesar masing-masing Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan
meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah
tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan

tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas
Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember

2019 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang
bukan berasal dari UP / TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi
jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau
kurang sejak tanggal pelaporan,

C.4. Piutang PNBP

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak memiliki Piutang PNBP pada periode 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuniutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe tidak memiliki Bagian Lancar Tagihan TGR
pada periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe tidak memiliki Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran pada pericde 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019,
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Penyisihan Piutang Tak
Tertagih - Piutang Lancar

Rp. O,-

Beban Dibayar di Muka

Rp. 00,-

Persediaan Rp. 0,-

Tagihan TP/TGR

Rp. 0,-Rp(

Tanah

Rp. 0,-

Peralatan dan Mesin

Rp. 0

Gedung dan Bungunan

Rp.. 0,-

Jalan, Jaringan den Irigasi

Rp. 0

Catatan atas |
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C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Piutang Lancar

Mahkamah Syariiyah Lhokseumawe tidak memiliki Penyisihan Piutang Tak
Tertagih - Piutang Lancara pada periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember

2019.
C.8. Beban Dibayar di Muka

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe tidak memiliki Piutang PNBP pada periode 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

C.9. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing
adalah sebesar Rp. 0,-dan Rp. 0.

C.10. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak memiliki Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan / TGR pada periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

C.11. Tanah

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe untuk DiPA 005.04.401565 tidak memiliki
aset tetap berupa tanah:

C.12 Peralatan dan Mesin
Mahkamah Syar‘iyah Lhokseumawe tidak memiliki aset tetap berupa Peralatan dan
Mesin per 31 Desember 2020

C.13. Gedung dan Bangunan
Mahkamah Syariiyah Lhokseumawe untuk DIPA 005.04.401565 tidak memiliki
aset tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020

C.14. Jalan, Irigasi, dan jaringan
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 31 Desember 2020 tidak terdapat aset

berupa }alan, Irigasi dan Jaringan.

-4 -



Aset Tetap Lainnya

Rp.0,-

Konstmbksi Dalam
Pengerjaan

fp. 0

Akumulasi Penyusutan

Aset Tetap Rp. 0,-

Aset Tak
Berwujud
Rp. 11.520.000,-

Aset Lain - Luin
Rp. 7.631.000,-

Akuwmulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset

Lainnya Rp. 0,-

Uang Muka dari KPPN

Rp. 0,-

Utang kepada Pihak

Ketiga Bp. 0-

~ Laporan Keuangan \

C.15. Aset Tetap Lainnya
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe untuk DIPA 005.04.401565 tidak memiliki
aset tetap lainnyan per 31 Desember 2020

C.16. Konstruksi Dalam Pengerjaan {KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
adalah Rp. 0 dan Rp. 0.

Mahkamah Syar‘iyah Lhokseumawe per 31 Desember 2020 tidak terdapat aset
berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

C.17. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe untuk DIPA 005.04.401565 tidak ada
Akumilasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020

C.18. Aset Tak Berwujud

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe untuk DIPA 005.04.401565 memiliki Aset Tak
Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020

C.19. Aset Lain-Lain

Mahkamah Syar’ivah Lhokseumawe untuk DIPA 005.04.401565 memiliki Aset
Lain-Lain per 31 Desember 2020

€.20. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe untuk DIPA (005.04.401565 memiliki
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi lainnya per 31 Desember 2020

C.21. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019
masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang
Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN
sebagal uang muka kerj adan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara

Pengeluaran pada 31 Desember 2020.

C.22. Utang kepada Pihak Ketiga

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe pada per 31 Desember 2020 memiliki
Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp. 0,-
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Keuangan

Pendapatan
yang

Ditangguhkan

Pendapatan
Diterima di
Muka

Rp. 0

Beban yang
Masih Harus

Dihayar

Ekuitas

Rp.0,-

Pendapatan PNBP

Rp.. 43.753.000,-

C.23. Pendapatan yang Ditangguhkan

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe pada per 31 Desember 2020 tidak ada
Pendapatan yang Ditangguhkan

C.24. Pendapatan Diterima di Muka

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe pada per 31 Desember 2020 memiliki

Belanja Pegawai Dibayar Dimuka sebesar Rp. 0.
C.25. Beban yang Masih Harus Dibayar

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe pada per 31 Desember 2020 tidak ada
Beban yang Masih Harus Dibayar

C.26. Ekuitas

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 01 juli 2020 adalah sebesar Rp.
0.- terjadi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 0,- dan terjadi Mutasi tambah sebesar
Rp. O sehingga nilai asset tetap netto per 31 Desember 2020 Sebesar Rp. 0,-
merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset

Tetap.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlsh Pendopatan vatul periode yang berakthir pada 31 Besember 2028 Dan 2019 adaiah
sebesar Rp. 43.753.000 don Rp33.656.760 . Pendapatan tersebut terdiri dar:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2020 Dan 2019

Kemaikan (Femumuman]

RBEALISASI
& REALIEAES]
Ho T woviiaoany 21 D;:;-:)nbe-r 21 Desember 2019
Rl %

1 Pendapatan JasaLembaga

Kauangan [Jasa GGiro) i . " 0.00
2 FPendapatan Legaliasasi Tanda

Tanga n - - 0,00
3 Bendapatan Pengesahan Surac | T

Dibawah tanga 10.000 - 1G.Q00) 100,00

4 Fendapatan Usng b-ieja (Leges]
danupah pada Franitera Badan
Peradilan 1316000 +30.000 £E0.000, 204,86

[ F'ehdapatan Ongkos Ferkara

15.033.000 12.730.000 1.313.000 8,73
) Pendapatan Kejaksaan dan
gt T TE T T e 27.0%3.000 19.436.700 7.586.300| 28,71
7 | Pendapatan dari Penerimaan
Kembali TAYL - E E 0.00
T Jumiah 33 406,000 3656 700 G 749,300 Z§.97
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Beban Pegawai Rp

-

Beban Persediaan

Rp. 0,

Beban Barang dan

Jasa Rp.. 33.750.000,-

Beban Pemeliharaan

Rp. 0,-

Beban Perjalanan

Dinas Rp. 24.360.000

D.2. Beban Pegawai
Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2020 Dan 2019 adalah masing-masing

sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

D.3. Beban Persediaan

jumiah Beban Persediaan per 31 Desember 2020 Dan 2019 adalah masing-masing
sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumiah Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2020 Dan 2019 adalah masing-masing
sebesar Rp. 33.750.000,-ndan Rp. 33.715.000,- . Beban Barang dan Jasa terdiri dari
beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul
karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.
Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Per 30 Juni 2020 Dan 2019 adalah sebagai

berikut:
Rincian Beban Barang danjasaPer 30 Juni 2020 Dan 2019
URAIAN 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 NRK %
(TURUN) ;
Beban Barang Operasional 0 - 0 g 10000
Beban Barang Persediaan - . : 100,00
Beban Barang Non Operasional 9300000f (245.000) {2,54)
Beban Perjalanan Biasa < b - -
Beban Peiialanan Dalam Negeri 24360000 24 280.000 1,16
Jumlah Belanja Kotor - _ 83.7504000 e 35.000 0,10
Pengembalian Belanja e -
Jumlah Belanja 33.750.000 33.715.000 35.000 0,10

D.5. Beban Pemeliharaan

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk DIPA 005.04.401665 tidak memiliki
Beban Pemeliharaan periode 31 Desember 2020

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2020 Dan 2019 adalah masing-masing
sebesar Rp. 24.360.000 dan Rp. 24080.000,-. Beban tersebut adalah merupakan
bebhan yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi,

=
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Beban Barang untulk
Diserahkan kepada
Masyarakat

Beban Bantuan

Sosial

Beban Penyusutan
dan Amortisasi Rp.

a,-

Beban Penyisihan

Piutang Tak Tertagih

Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional &p. 0,
Pos Luar Biasa

Edaritas Awal Rp. 0

dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Per 31 Desember 2020 Dan

2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2020 Dan 2019

NAIK / ,
URAIAN 30 Desember 2020 | 30 Desember 2019 (TURUN) %

Beban Perjalanan Biasa 24.360.000 24.080.000 280.000 1,16
Jumiah Belanja Kotor 24,360,000 24.080.000 260.000 1,16
Pengembalian Belanja - - -

Jumlah Belanja 24.360.000 24.080.000 280.000 1,16
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe pada per 31 Desember 2020 memiliki
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat.
D.8 Beban Bantuan Sesial
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe pada per 31 Desember 2020 memiliki
Beban Bantuan Sosial.
D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada per 31 Desember 2020 memiliki
Beban Penyusutan dan Amortisasi karena tidak memiliki Aset
D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada per 31 Desember 2020 memiliki
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.
D.11. Kegiatan Non Operasional
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe pada per 31 Desember 2020 memiliki
Kegiatan Non Operasional Rp. 0,-
D.12. Pos Luar Biasa
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe pada per 31 Desember 2020 memiliki

Pos Luar Biasa.
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal
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Koreksi Nilgi

Persediaan Rp. 0

KoreksiAsel Tetap Rp.

{

Koreksi Lainnya Rp. 0
Koreksi Atas Beban
Rp. 0

Koreksi Atas
Pendapatan Rp. 0

Catatan atas SN TITERERATPENTE

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Desember2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-
masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

E.2. Surplus (Defisit) LO

fumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 adalah sebesar Rp. 9.332.902 dan Rp.0. Defisit LO merupakan selisih
kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non

operasional, danpos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan menceriinkan Kkoreksi atas nilal persediagn yang
dialibatkan karena kesalahan dalam penilalan persediaan yang terjadi pada
periode sebelumnya. Koreksi tammbah atas nilat persediaan untuk per 31 Desember

2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 danRp. 0. R

E.4. Koreksi Nilai Aset Tetap

KoreksiAtas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan Kkoreksi atas kesalahan
pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan.Koreksi pencatatan aset tetap
untuk per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar
Rp. 0 dan Rp. 0.

E.5. Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lainnya merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada
laporan keuangan.Koreksi pencatatan aset tetap untuk per 31 Desember 2020 dan
31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.0. Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang
terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi
kurang atas Beban untuk Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah
masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.7. Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan
yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan.

=



; Cafataﬁ atas F APOIRAN WFNANGCAN MAVKAAVABN QVARIVAR | HDKSFIRMAWYT

Ekuitas Akhir Rp.

15.068.628.788

Koreksi tambah atas Pendapatan untuk Per 31 Desember 2020 Dan 2019 adalah
masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

E. 8. Koreksi Hibah Masuk/ Keluar
Koreksi Atas Hibah Masuk/ Keluar merupakan pencatatan atas hibah masuk/ keluar

berupa hibah barang. Koreksi pencatatan aset tetap untuk per 31 Desember 2020
Dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitaspada tanggal 31 Desember 2020 Dan 2019 adalah masing-masing
sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA,

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA
Tidak ada kejadian - kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.3 INFORMAS] PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL
Nilai pendapatan belanja secara akrual per Periode 31 Desember 2020 sebesar Rp.

0,- dibandingkan dengan periode sebelumnya.

F.4 REKENING PEMERINTAH
Rekening pemerintah yvang dipertahankan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe 3
(tiga) rekening yaitu :

- 1 (satu) buah Rekening Bendahara Pengeluaran pada Bank BPD Aceh
Cabang Lhokseumawe untuk DIPA 005.01.0600.401664 (LS dan GU).

- 1 (satu) buah Rekening Bendahara Pengeluaran pada Bank BRI Cabang
Lhokseumawe untuk DIPA 005.04.0600.401665 dan Tunjangan Kinerja
(Remunerasi}.

- 1 {satu) rekening pada Bank BRI Unit Merdeka Lhokseumawe untuk
Rekening Perkara Lainnya.

Daftar rekening pemerintah dilampirkan sebagaimana format terlampir.

F.5 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Sebagai sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Syar’iyah mempunyai tugas pokok
untuk menerima, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan

kepadanya, dengan mempergunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
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Untuk terlaksananya tugas-tugas tersebut dengan baik, dan memberikan kepuasan
kepada masyarakat pencari keadilan, pelaksanaannya harus tetap merujuk kepada
ketentuan yang telah ada, meskipun demikian kebijakkan umum peradilan menjadi
pendukung utama untuk kesuksesan jalannya tugas-tugas peradilan.

Pelaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989, meliputi bidang perkawinan, waris, hibah, wasiat, waqaf, shadagah dan
ekonomi syariah, sedangkan tugas dan kewenangan dalam pasal 128 Udang-Undang
Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh meliputi bidang Al-ahwal al
syahsyiyah, muamalah dan Jinayah.

Untuk terlaksananya prinsip peradilan dan tugas-tugas tersebut, dirumuskan
kebijakan umum peradilan selama masa kegiatan 2008 adalah sebagai berikut:

a. Mengupayakan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat pencari
keadilan dengan mengoptimalkan kemampuan, daya dan fasilitas yang ada
untuk tercapainya kepuasan pelayanan masyarakat.

b. Menciptakan suasana kerja yang harmonis, berdisiplin, berdedikasi dan
bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing pada
semua jenjang agar dapat menumbuhkan kinerja yang efektif dan efisien.

¢. Mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia peradilan, baik
di bidang teknis yudisial maupun non yudisial melaui berbagai kegiatan dan
kesempatan yang ada melalui pelatihan, seminar, peningkatan jenjang
pendidikan ke strata yang lebih tinggi, serta melalui bimbingan secara rutin
dan berjenjang.

d. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana perkantoran untuk
mendukung pelayanan masyarakat.

Mengupayakan pengawasan sesuai pedoman pelaksanaan pengawasan untuk
terlaksananya tugas-tugas sebagaimana mestinya dan sesuai aturan yang berlaku.
Selama Periode 31 Desember 2020, Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe tidak ada
perubahan terhadap penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi
Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran
Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang
Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani
SPM, dan Bendahara Pengeluaran.

F.5.1 Revisi Dipa
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(Catatan atas

Laporan Keuangan

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per periode 31 Desember 2020 melakukan
revisi Nomor : SP DIPA- 005.01.2.401664/2020 tanggal 23 Desember 2020.

F.5.2 Ralat SSBP dan SSPB

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per periode 31 Desember 2020 tidak terdapat
Ralat SSBP maupun SSPB.
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Lampiran Al

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan
Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 30 September 2020

Masa Akm. Peny. Beban Peny. Akm. Peny. Nilai Buku
No Aset Tetap Warmat Nilai Perolehan | sdPer30Juni2020 | sdPer30Juni | sdPer30Juni | s.dPer30Juni
2020 2020 2020
A [Tanah
1 |Tanah - - - - -
Jumlah - = = = 2

B |Peralatan dan Mesin

1 |Alat Angkutan Darat Bermotor

- |Alat Bengkel Tak Bemesin

- Alat Kantor

- |Alat Rumah Tangga

- |Alat Studio

- Akt Komunikast

- |Peralatan Pemancar

- |Alat Kedoktoran

Alat Laboratorium Fisiia
- |NukiirElektronika

- [Komputer Unit

11 [Peralatan Komputer

12 |Alat Penerbangan

Jumlah

C |Gedung dan Bangutan

1 |Bangunan Gedung Tempat Kerja

2 |Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Jumlah

D [Aset Tetap Lainnya

1 |Bahan Perpustakaan tercetak

Jumlah

E |Aset Tetap yang Tidak Digunakan

1 |Alat Angkutan Darat Bermotor

2 |Alat Rumah Tangga

Jumlah

Tofal
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